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RINGKASAN

Yulius Putra Damanik, 2019, Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kota Malang), Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, 83 him + xiv

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah di Kota Malang yang
memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Air beserta
sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sangat
bermanfaat dan mutlak dibutuhkan dalam kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah
1) Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah
Kota Malang 2) Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap
pajak daerah Kota Malang 3) Untuk mengetahui potensi pajak air tanah di Kota
Malang 4) Untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak air
tanah di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Fokusnya adalah
mengenai 1) Efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah Kota
Malang 2) Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah Kota
Malang 3) Potensi pajak air tanah di Kota Malang 4) Pelaksanaan intensifikasi
pemungutan pajak air tanah di Kota Malang.

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan
hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Gambaran tingkat efektivitas
penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang
yaitu dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan
pajak menunjukkan adanya penerimaan atau realisasi yang melebihi dari target
yang telah ditetapkan 2) Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap
penerimaan pajak daerah di Kota Malang cenderung mengalami penurunan. 3)
Potensi penerimaan pajak air tanah terhadap peningkatan pajak daerah di Kota
Malang menunjukkan adanya peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya
jumlah wajib pajak air tanah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2012-2017 jumlah wajib pajak air tanah Kota Malang selalu mengalami
peningkatan 4) Upaya pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak air tanah di
Kota Malang yaitu dengan melakukan pengawasan pembayaran pajak oleh wajib
pajak, upaya peningkatan kualitas Aparatur BP2D Kota Malang dan penyusunan
peraturan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian atas peraturan yang
ditetapkan dalam pemungutan pajak air tanah.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Air Tanah, Kegiatan Intensifikasi,
Pendapatan Asli Daerah.
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SUMMARY

Yulius Putra Damanik, 2019, Effectiveness of Ground Water Tax Revenue
Through Regional Tax Intensification Activities (Study on the Malang
Regional Tax Service Agency), Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, 83 pages
+ Xiv

Groundwater tax is one of the regional taxes in Malang City which has the
potential to increase local tax revenues. Water and its sources including natural
resources contained in it are very useful and absolutely necessary in life. The
purpose of this study is 1) To determine the effectiveness of groundwater tax
revenue on local taxes in Malang City 2) To determine the contribution of
groundwater tax revenues to local taxes in Malang City 3) To determine the
potential of groundwater tax in Malang City 4) To find out the implementation of
intensification of collection groundwater tax in Malang City.

This study uses a type of descriptive research. The focus is on 1)
Effectiveness of groundwater tax revenue on local taxes in Malang City 2)
Contribution of groundwater tax revenue to local taxes in Malang City 3)
Potential groundwater tax in Malang City 4) Implementation of intensification of
collection of groundwater tax in Malang City.

The results of data analysis and discussion that have been done, the
conclusions of the research results can be described as follows: 1) An overview of
the level of effectiveness of groundwater tax revenues on local tax revenues in the
city of Malang, namely by comparing the target and realization of tax revenues
indicating acceptance or realization that exceeds of the predetermined target 2)
Contribution of groundwater tax revenue to local tax revenues in Malang City
tends to decrease. 3) The potential for groundwater tax revenues to increase local
taxes in the city of Malang shows an increase, this is indicated by the existence of
a number of taxpayers obligatory each year continues to increase. In 2012-2017
the total number of taxpayers in Malang always increased 4) Efforts to intensify
the collection of groundwater tax in Malang, namely by supervising tax payments
by taxpayers, efforts to improve the quality of Malang City's BP2D Apparatus and
drafting regulations in an effort to provide assurance of the regulations stipulated
in collecting groundwater taxes.

Keywords: Groundwater Tax Revenue, Intensification Activities, Regional
Original Revenue.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan berlakunya
Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola
potensi lokal dalam mempercepat perwujutan kesejahteraan masyarakat melalui
otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki
sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli Daerah (PAD),
hibah, pinjaman dan lain-lain. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Laba Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan
lainnya yang dipisahkan, Lain-lain (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena
melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai
anggaran kegiatan dan belanja daerah untuk pembangunan masing-masing daerah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) vyang paling Dberpotensi dalam
meningkatkan penerimaan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan

salah satu penyumbang penerimaan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan



pendapatan daerah, karena pajak bersifat pasti dan relatif stabil untuk pendapatan
setiap tahunnya. Pajak daerah di kelola langsung oleh pemerintah daerah baik di
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak daerah
di Kota Malang mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan
persentasenya, penerimaan pajak daerah di Kota Malang mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2012 persentase penerimaan pajak daerah di Kota Malang sebesar
126,08%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan persentase dengan realisasi
pajak daerah sebesar 113,41% dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi
107,26%. Pada tahun 2015 persentase realisasi pajak daerah sebesar 116,,48%,
dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 124,47% dan terus
mengalami penurunan, dimana tahun 2017 sebesar 117,71% dan tahun 2018
menjadi sebesar 104,18%, berikut disajikan pada tabel 1.1 target dan realisasi
penerimaan pajak daerah di Kota Malang pada tahun 2012-2018.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah kota Malang 2012-2018

Tahun | Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (%0)
2012 125.828.676.756 158.647.650.561 126,08%
2013 210.287.899.778 238.499.748.161 113,41%
2014 260.000.000.000 278.885.189.548 107,26%
2015 272.000.000.000 316.811.730.702 116,48%
2016 301.000.000.000 374.641.673.419 124,47%
2017 352.500.000.000 414.940.959.495 117,71%
2018 420.000.000.000 437.567.366.518 104,18%

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah di Kota Malang yang
memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Air beserta
sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan



sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial
maupun budaya, oleh karena itu sumber-sumbernya tersebut dikuasai Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula
dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air tanah dan apabila hal ini tidak
dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan permukaan air
tanah, amblasan, erosi bawa tanah dan dampak lainya yang sangat merugikan,
sehingga keberadaan air tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan
dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air tanah tersedia sepanjang
masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur
penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan
sehari-hari dapat terjamin.

Pemerintah Kota Malang dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha
pengendalian dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kelestarian
sumber-sumber air dengan memberi landasan yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan
menyeluruh serta dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air
tanah. Dinas Pendapatan Kota Malang selaku instansi pemerintah daerah
diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak air tanah yang akan
berdampak pada peningkatan pajak daerah Kota Malang. Upaya yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kota Malang adalah melalui intensifikasi pemungutan pajak air tanah
baik proses pemungutan, pembinaan wajib pajak dan perbaikan peraturan dan

pengawasan itu sendiri. Intensifikasi pajak mengacu Pada SE.06/Pj.9/2001



tentang pelaksanaan ektensifikasi wajib pajak dan intansifikasi pajak, Intensifikasi
pajak adalah “kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek
serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal
Pajak (DJP)”.

Tujuan dari intensifikasi adalah mengintensifkan semua usaha pemungutan
pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek yang
sudah tercatat dan terdaftar, sehingga kegiatan intensifikasi diharapkan
mendorong penerimaan pajak air tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini sangat penting dikarenakan walaupun jumlah objek dan subjek pajak
bertambah setiap tahunnya, namun jika tidak diimbangi dengan Kkegiatan
intensifikasi maka akan sangat kurang mendukung kegiatan penerimaan pajak air
tanah sebagai salah satu komponen penerimaan Pajak Daerah Kota Malang.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang telah disebutkan pada
uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui Kegiatan Intensifikasi

Pajak Di Kota Malang” .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka ada beberapa
rumusan masalah pokok yaitu:
1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Malang?

2. Bagaimana potensi penerimaan pajak air tanah di Kota Malang?



3. Bagaimana upaya optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Kota
Malang?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Malang..
2. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak air tanah di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Kota

Malang.

D. Kontribusi Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:
1. Kontribusi Akademis
Pengembangan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu
administrasi bisnis, khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan
dengan efektivitas pemungutan pajak air tanah melalui intensifikasi
perpajakan.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi Instansi
Penelitian ini dapat menjadi sarana masukan dalam pengelolaan pajak
daerah di Kota Malang khususnya pajak Air Tanah

b. Pihak Lain



Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain dan

sebagai perbandingan dalam penelitian lain yang sejenis

E. Sistematika Penulisan
Peneliti menyusun skripsi ini kedalam beberapa bagian untuk

mempermudah pembaca dalam penyusunan, penjabaran, dan perangkaian data-

data yang disusun sehingga mencapai target yang dituju oleh peneliti sehingga
dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Sistematika dari penulisan skripsi
ini sebagai berikut:

Bab | menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan sebagai

kerangka dalam penulisan skripsi ini

Bab 1l menjelaskan tentang teori-teori dari para pakar atau ahli yang digunakan
dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai merupakan teori-teori yang
berkaitan dengan teori tentang Perpajakan Secara Umum, Teori Pajak
Daerah dan Teori mengenai Pajak Air Tanah.

Bab 11l dalam metode penelitian ini akan membahas mengenai jenis penelitian,
fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, analisis data, dan instrument penelitan

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan,
meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan gambaran

umum lokasi penelitian, dan penyajian data.



Bab V : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian,
keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan

kesimpulan yang diperole



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan

efektivitas penerimaan pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah

sebagai salah satu cara meningkatkan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian

terdahulu ini digunakan sebagai referensi bagi peneliti. Peneliti mencoba melihat

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu:

1.

Febry Putra Ardana (2015). Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan
Konstribusi Terhadap Pajak Daerah Kota Kediri (studi kasus pada Dinas
Pendapatan Kota Kediri). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui potensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak air
tanah di kota kediri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi
dengan analisis data berupa rumus-rumus menurut para ahli untuk
menetukan potensi, efektivitas, kontribusi dan alju pertumbuhan pajak air
tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak air tanah di kota
kediri mencapai hasil hampir 100% dari target tapi penggalian potensi
masih belum bisa mencapai 100%, efektivitas pajak mencapai angka sangat
efektif karena lebih dari 100%, kontribusi pajak termasuk dalam kriteria
sangat kecil karena tidak lebih menyumbang 2% dari penerimaan pajak
daerah, laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan angka fluktuatif

karena angka naik turun yang bersumber dari realisasi dari tahun ke tahun



yang naik turun. Angka efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan
bergantung pada realisasi.

Inggar ajeng Pradina Riyanto, (2014). Implementasi Proses Pemungutan
Pajak Air Tanah di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, hambatan yang dihadapi serta
upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian
ini  merupakan penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah
implementasi proses pemungutan pajak air tanah, hambatan yang dihadapi
dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh bahwa implementasi proses pemungutan pajak air
tanah di Kota Malang secara praktek sudah dilaknasakan sesuai dengan
pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009. Namun pelaksaaan proses pemungutan Pajak Air Tanah belum
secara menyeluruh dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan. Hambatan yang dihadapi adalah kurang sadarnya masyarakat
atas kewajiban Pajak Air Tanah, adanya tunggakan, meter air belum
diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan usaha yang melekat di
rumah tangga.

Tiffani Farradiba, (2016). Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air
Tanah dan Kontribusinya Terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Batu

(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Penelitian ini bertujuan
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untuk mengetahui implementasi proses pemungutan pajak air tanah yang
telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, hambatan yang
dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
tersebut. Dan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak air tanah terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh bahwa implementasi proses pemungutan pajak air tanah di Kota
Batu secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian
pemungutan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Namun pelaksanaan proses pemungutan pajak air tanah belum menyeluruh
dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi
kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya
tunggakan, meter air belum diterapkan secara menyeluruh, dan kurangnya
jumlah SDM pada Dispenda Kota Batu. Upaya yang dilakukan dalam
peningkatan pemungutan pajak air tanah di Kota Batu antara lain : sosialisali
dan pendekatan langsung kepada masyarakat, pemasangan meter air,
menaikan harga dasar air tanah. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Batu, pajak air tanah masuk dalam kategori “sangat
kurang”

Kyky Octasari Wirawan, (2015). Analisis Potensi Subjek Pajak Dan
Kontribusi Pajak Atas Pengabilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota
Batu (Studi Tentang Kontribusi Atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air
Tanah Terhadap PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Penelitian

ini didasarkan pengenaan pajak terhadap penggunaan air tanah di Kota Batu.
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Implementasi kebijakan tentang pajak air tanah di Kota Batu harus berjalan
secara efektif agar potensi subjek pajak air tanah semakin berkembang guna
peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pajak air tanah
memiliki potensi subjek pajak yang cukup besar. Pajak air tanah memiliki
realisasi penerimaan melebihi target selama tahun 2012-2014. Untuk
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, pajak air
tanah masuk dalam kategori “sangat kurang”. Pada implementasi kebijakan
pajak air tanah, Dinas Pendapatan Kota Batu sesuai dengan model
implementasi Edward yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi.

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Definisi Pajak

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pajak menurut beberapa

para ahli adalah :

Andriani dalam Rahayu (2010:22) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak
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mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan”.

S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2005:1):
Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian,
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetaapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung,
untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Tjahjono (2000:2)
yaitu:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari
sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik, yang langsung
dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.
Sommerfeld dkk dalam Sambodo (2015:5) memberikan pengertian pajak
adalah:
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sektor
pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.
Berdasarkan beberapa definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa
pajak memiliki dasar hukum, melibatkan rakyat dan pemerintah, bersifat
memaksa, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersumber dari

masyarakat dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat oleh pemerintah

secara tidak langsung melalui bentuk pembangunan.
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2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak merujuk pada kegunaan dan manfaat dari pajak itu sendiri.
Manfaat pajak adalah untuk meningatkan kesejahteraan umum yang disalurkan
dalam bentuk pelayanan publik. Secara umum pajak memiliki fungsi sebagai
(Rahayu, 2010:26):

a. Fungsi Budgetair
Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu
pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke
kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang
perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan
uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah
pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai
berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari
penduduknya.

b. Fungsi Regulerend
Fungsi regulerend disebut juga sebagai fungi mengatur, yaitu pajak dapat
dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan
tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair.
Disamping usaha memasukkan uang ke kas negara, pajak juga
dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal
mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan
dalam sektor swasta.

3. Asas Pemungutan Pajak
Dalam melaksanakan pemungutan pajak tentunya ada asas-asas yang perlu
dipertimbangkan agar pemungutan pajak itu tidak menimbulkan masalah, menurut
Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:57), menyebutkan asas-asas yang
perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemungutan pajak sebagai berikut:
a. Asas keadilan
Pajak harus adil dalam pemungutannya dan adil dalam pelaksanaannya.
Artinya pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
b. Asas yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (2) menetapkan “segala pajak
untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Artinya dalam
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pemungutan pajak harus ada dasar hukum yang jelas yang akan
memberikan jaminan terselenggaranya pemungutan pajak dengan baik.
c. Asas ekonomis
Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang
dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar
tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan
perdagangan dan tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya
menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan
merugikan kepentingan rakyat banyak.
d. Asas finansial
Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi primadona, digunakan
untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, dan tujuan menyejahterakan masyarakat. Biaya yang
dikeluarkan untuk pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada
jumlah pajak yang diperoleh, karena apabila biaya yang dikeluarkan
lebih besar dari pada penerimaan pajaknya maka hal tersebut akan
menimbulkan kerugian.

C. Pajak Daerah
1. Definisi Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Berikut ini beberapa definisi pajak daerah :
Menurut Suandy (2014:229) Pajak daerah adalah:
luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Siahaan (2010:70) memberikan pengertian pajak daerah yaitu:

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kurniawan dan Purwanto (2006:47) memberikan pernyataan sebagai
berikut:

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang
penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan pendapatan
tersebut masuk dalam APBD”.

Mardiasmo (2002:5) memberikan pengertian dari poajak daerah yaitu:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang
dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan
pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak
daerah adalah iuran dari rakyat baik secara individu maupun badan yang terutang
langsung kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan daerah, tidak mendapat balas jasa secara langsung dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan daerah. Melengkapi
pemahaman mengenai definisi pajak daerah, penting diketahui beberapa
pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

a. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

b. Pemerintah Daerah atau PEMDA merupakan kepala daerah beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
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c. Kepala Daerah adalah Gubernur sebagai kepala daerah tingkat Provinsi
dan Bupati atau Walikota bagi daerah tingkat Kabupaten/Kota.

d. Peraturan Daerah atau PERDA merupakan peraturan yang ditetapakan
oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
DPRD.

e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak
daerah.

f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daerah diwajibkan melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk dalam pemungutan atau
pemotongan pajak.

2. Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat
dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibedakan menjadi dua yakni pajak daerah
yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat | yakni Provinsi dan pajak daerah
yang dikelola oleh pemerintahan tingkat Il yakni Kabupaten/Kota. Khusus untuk
DKI Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan antara pajak daerah
Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Berikut ini pengelompokan Pajak Daerah
berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah menurut pengelolaannya :

a. Pajak Daerah Tingkat Provinsi:

1) Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Pajak Rokok

5) Pajak Air Permukaan

b. Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6) Pajak Mineral bukan Logam
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7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet (PSBW)

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

D. Pajak Air Tanah

1. Definisi Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah oleh orang pribadi maupun badan yang semata-mata menggunakan air tanah
untuk suatau kegiatan usaha (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 tentang Pajak Daerah, sebenarnya pajak air tanah
merupakan jenis pajak provinsi, hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang
dahulunya bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air
permukaan (PPPABTAP) dipecah menjadi dua bagian yaitu untuk provinsi yang
sekarang disebut sebagai pajak air bawah tanah, dan untuk kabupaten/kota yang
bernama pajak air tanah. Pengenaan Pajak Air Tanah tidak mutlak dilakukan pada
seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, tergantung dengan peraturan daerah pada
masing-masing daerah.

2. Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
Pasal 67 tentang pajak daerah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air
tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah

permukaan tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah
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pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi
atau badan untuk berbagai macam keperluan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Pasal 67 tentang Pajak Daerah ada beberapa pengecualian untuk objek Pajak
Air Tanah, diantaranya:
a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air anah oleh pemerintah, pemerinah
provinsi, dan pemerintah daerah
b. Pengambilan dan/atau pemafaatan air tanah oleh Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan ait tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
d. Pengambilan air tanah untuk kepentingan sosial.
3. Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah
Subjek pajak dan wajib pajak dimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 68 tentang pajak daerah adalah “orang pribadi
dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk
kepentingan usaha”. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat
diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang. Wakil
wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara langsung renteng
atas pembayaran pajak terutang.Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menjalan kan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya.
4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 69 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak terhadap Pajak Air

Tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT). NPAT dinyatakan dalam rupiah
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yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor

berikut:
a. Jenis sumber air
b. Lokasi sumber air
c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
e. Kualitas air, dan
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan

atau pemanfaatan.

Tarif Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan
unntuk memberikan keluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk
menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah kabupaten/kota (Siahan, 2010:50). Berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009 pasal 70 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak air
tanah di Kota Malang sebesar 20%. Secara umum Pajak Air Tanah dirumuskan
sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah

E. Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Tanah
1. Potensi

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih
terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu
kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006:37). Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi adalah daya, kekuatan,
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kesanggupan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus
persen (Prakosa, 2005:42).

Potensi merupakan sesuatu yang sudah ada, yang dapat digali dan
dikembangkan. Potensi dapat dikembangkan sampai batas yang tidak dapat
ditentukan, hal ini dikarenakan potensi akan terus berkembang dengan
berjalannya waktu serta perkembangan-perkembangan yang terjadi pada
lingkungan. Pengukuran potensi pajak air tanah sangat dipengaruhi oleh semua
kegiatan dan fungsi administrasi pendapatan pajak atau retribusi seperti tahap
pendataan, penetapan, penyetoran, dan pembukuan. Potensi pajak air tanah
merupakan kemampuan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang dikenakan
terhadap pemungutan pajak air tanah. Untuk menghitung potensi penerimaan

pajak air tanah diperlukan rumus (Harun, 2003:10):

Potensi pajak air tanah = Y1 x Tarif Pajak
DimanaY1=AxBxCxD

Keterangan:

Y1 : Total harga air

A : Jumlah Wajib Pajak

B : Maksimal pengambilan air tanah

C : Harga dasar air berdasarkan perhitungan maksimal pengambilan
air dikalikan satu bulan

D : Jumlah hari dalam satu tahun

2. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum adalah pengukuran atau penilaian
antara dua hasil atau lebih, apabila hasil dari penelitian pada waktu sekarang
menunjukkan adanya peningkatan dari yang sebelumnya maka hasil tersebut
dinamakan efektif. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah tercapai. Semakin besar hasil
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yang dicapai, semakin besar hasil yang dicapai maka semakin besar pula tingkat
efektivitasnya, begitu pula sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai, maka
semakin kecil pula tingkat efektivitasnya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004:132).
Efektivitas adalah suatau keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki,
kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan
memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif, bila menimbulkan akibat
atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki (Halim, 2004:166).
Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas Pajak Air

Tanah :

Tabel 2.1 Indikator tingkat efektivitas Pajak Air Tanah

No Hasil Penilaian Keterangan
1 Lebih dari 100% Sangat efektif
2 90,10% - 100% Efektif
3 80,10% - 90 % Cukup efektif
4 60,10% - 80% Kurang efektif
5 Kurang dari 60% Tidak efektif

(Sumber: nurlan, 2006:49)

Konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka
efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak
berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu

(Halim, 2004:167). Rumus untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

. Realisasi Pajak
Efektivitas = e R 100%

Target Pajak
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3. Kontribusi
Penggunaan analisis kontribusi dapat menunjukkan peran pajak air tanah
terhadap pajak daerah. Menghitung kontribusi penerimaan pajak air tanah

terhadap pajak daerah dapat menggunakan rumus (Halim, 2004:163).

X
Pd =—x100%

Y

Keterangan:

Pd : Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah

X : Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

Y : Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 2.2 Kriteria Nilai Kontribusi
Persentase Kontribusi Kriteria
<10,00% Sangat Kurang
10,01% - 20,00% Kurang
20,01% - 30,00% Cukup
30,01% - 40,00% Sedang
40,01% - 50,00% Baik
Lebih dari 50% Sangat Baik

Sumber : (Munir, dkk, 2004: 149)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus yang ada dapat diketahui
tingkat kotribusi berdasarkan persentasenya. Persentase ini selanjutnya digunakan
untuk mengetahui kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah. Kenaikan
kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah yang semakin tinggi akan

mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, begitupun sebaliknya.

F. Intensifikasi Pajak
Penerimaan dari sektor pajak senantiasa didorong oleh pemerintah agar

dapat menyumbang penerimaan yang signifikan. Beragam upaya dilakukan oleh



23

pemerintah tidak terkecuali pemerintah daaerah supaya penerimaan pajak semakin
meningkat. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan
Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, sebagaimana dalam praktiknya
bahwa kegiatan ektensifikasi wajib pajak senantiasa berdampingan dengan
pelaksanaan intensifikasi.

Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan
yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan
objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi merupakan
kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak serta
subjek pajak yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil
ekstensifikasi wajib pajak. Berdasarkan definisi yang telah dikutip dapat
disimpulkan bahwa pengertian dari intensifikasi adalah usaha-usaha yang
dilakukan dalam menggali penerimaan pajak dari objek dan subjek yang sudah
terdaftar.

Tujuan dari kegiatan intensifikasi ini adalah bagaimana mengintensifkan
objek dan subjek pajak yang sudah ada untuk meningkatkan penerimaan pajak,
sedangkan Intensifikasi Pajak Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan penerimaan pajak Air Tanah dengan cara mengoptimalkan dan
mengintensifkan subjek pajak dan obejek Pajak Air Tanah yang sudah terdaftar.
upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong

peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi
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pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilakukan dengan cara

berikut (Sutedi, 2008:100) :

1.

Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi
pembayaran pajak yang baru atau potensial dan jumlah seluruh pembayar
pajak atau wajib pajak, memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki
penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
pajak.

Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dapat dilakukan adalah mempercepat penyusunan Peraturan
Daerah, menyesuaikan tarif dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.
Peningkatan Pengawasan

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan
secara dadakan maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan,
penerapan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap fiskus
yang melangar aturan, serta meningkatkan pelayanan dan pembayaran
pajak oleh daerah.

Peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan

Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak,
melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi
pemungutan dari setiap jenis pungutan.

Peningkatan kapasitas penerimaan.

Peningkatan ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik dengan
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha

untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih

giat, ketat dan teliti Yustika (2008:63). Dalam rangka mengamankan penerimaan

Pajak Daerah, khususnya Pajak Air Tanah, Pemerintah Daerah berupaya menggali

potensi pajak dengan kegiatan intensifikasi pajak. Intensifikasi dapat dilakukan

dengan beragam cara, misalnya penyempurnaan aturan undang-undang,

peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, menerapkan teknologi

dalam mengelola penerimaan pajak, rutin melakukan kegiatan penyuluhan kepada

wajib pajak, melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan kepada wajib pajak dan

menindak wajib pajak nakal apabila ada indikasi pelanggaran atau kecurangan.
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G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah mekanisme dari penelitian yang dilakukan,
dimana peneliti bertujuan untuk menganilisis efektivitas penerimaan pajak air
tanah melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah Kota Malang. Berikut kerangka

pemikiran mengenai topik penelitian yang akan diteliti:

: / Realiasasi &
Pajak Pajak Air
—aa 7 Tanah —Za > Target
Daerah Penerimaan

Efektivitas Potensi

l

Upaya
Intensifikasi
pajak air
tanah

Sumber: Olahan peneliti, 2017
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

“Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan menginterpretasikan data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan
suatu persoalan. Penelitian menunjukkan adanya proses yang berbentuk siklus
bersusun yang selalu berkesinambungan” (Widi, 2010:41). Penelitian merupakan
salah satu cara yang digunakan oleh kalangan akademisi maupun praktisi dalam
mencari pemecahan akan suatu permasalahan. Penelitian ilmiah menggunakan
metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga suatu penelitian ilmiah
dapat diandalkan keasliannya.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenaran analisis data secara
ilmiah maka suatu penelitian yang bersifat ilmiah memerlukan jenis penelitian
yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi
mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2010:234).

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. “Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang
situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan

informasi tentang, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap,
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pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena,
pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat” (Widi, 2010:48).
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah hal-hal atau masalah yang menjadi pusat

permasalahan penelitian (Moleong, 2005:237). Fokus penelitian menyangkut pada
data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis agar objek penelitian tidak terlalu
luas dan lebih terarah terhadap tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian ini
adalah:

1. Efektivitas penerimaan pajak air tanah.

2. Potensi penerimaan pajak air tanah.

3. Upaya optimalisasi pemungutan pajak air tanah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi
dalam penelitian ini adalah Kota Malang, Jawa Timur. Situs penelitian adalah
tempat peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Situs dalam
penelitian ini adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang beralamat
di JI. Mayjen Sungkono Gedung B It.1.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian di Kota Malang, disamping
keterbatasan biaya dan waktu, Peneliti ingin memberikan kontribusi berupa
sumbangan pemikiran bagi Kota Malang sebagai tempat peneliti menempuh
pendidikan Sarjana. Peneliti memiliki keyakinan bahwa Badan Pelayanan Pajak

Daerah Kota Malang mampu mendukung peneliti dalam memperoleh data terkait
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dengan pelaksanaan intensifikasi dalam upaya meningkatkan efektivitas
penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Malang.
D. Jenis Data
Data adalah kumpulan data atau fakta yang dapat dipercaya kebenarannya
sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Sumber data dalam
penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2010:172). Sumber
data dalam penelitian ini adalah narasumber pada Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kota Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data Primer
Data Primer diperolen dari narasumber melalui wawancara secara
langsung ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Narasumber
dalam penelitian ini yaitu Kasubang Umum dan Kasi Pendataan di Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang menguatkan data primer.
Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan target dan realisasi Pajak
Air Tanah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang 3 (tiga)
tahun terakhir, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah,
Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2015 tentang Pajak Daerah,

dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian yang baik menggunakan data yang valid sehingga penelitian
tidak akan menyimpang dari tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan hal
yang penting karena akan mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Interview atau wawancara diartikan sebagai metode pengumpulan data
atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara
sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Subiyantoro, dkKk,
2007:97). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
Kasubag Umum dan Kasubid Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kota Malang untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber secara
langsung dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh
peneliti.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di
instansi yang berkaitan dengan penelitian, yang berupa dokumen atau
catatan. Dokumen yang diperlukan peneliti adalah laporan target dan

realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dibutuhkan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data dan untuk mempermudah berjalannya
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penelitian sehingga memperoleh hasil yang baik, tepat, lengkap, sistematis, dan
mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan
isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat
seluruhnya tercakup (Moleong, 2014:187). Peneliti menyusun garis besar
terkait data dan informasi yang ingin didapatkan dari narasumber untuk
mempermudah pengumpulan data saat berlangsungnya kegiatan
wawancara.
2. Pedoman Dokumentasi
Pedoman dokumentasi menggunakan alat perekam suara, Handphone, dan
alat tulis untuk merekam kegiatan wawancara setelah terlebih dahulu

mendapat izin dari narasumber dalam pengumpulan data dan informasi.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan
dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi
yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan
keputusan (Widi, 2010:253). Analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak

daerah Kota Malang.

Menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Air tanah terhadap penerimaan

Pajak daerah Kota Malang yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah

Kota Malang
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Analisis kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak
daerah Kota Malang.
Menganalisis kontribusi peneriman Pajak Air Tanah di Kota Malang

dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Halim,2014)
Pd = 5 x 100%

Keterangan:
Pd :Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah.
X :Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah.

Y :Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Analisis potensi pajak air tanah terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota
Malang.
Menganalisis potensi Pajak air tanah di Kota Malang dengan
menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Harun, 2003:10)
Potensi Pajak Air Tanah = Y1 x Tarif Pajak
DimanaY1=AxBxCxD

Keterangan:

Y1 :Total harga air

A :Jumlah wajib pajak

B :Maksimal pengambilan air tanah

C :Harga Dasar air berdasarkan perhitungan maksimal pengambilan air dikalikan satu
bulan

D :Jumlah hari dalam satu bulan

Analisis pemungutan pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi pajak.

Menganalisis pemungutan Pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi
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Pajak yang sudah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

Malang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Malang
a. Sejarah Kota Malang
Kota Malang tumbuh dan berkembang seperti kota-kota lainnya di
indonesia, kota Malang berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial
belanda pada tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan
sejak itu kota Malang mulai berkembang dengan pesat. Beragam
kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak
dalam melakukan berbagai kegiatan, akibatnya terjadilah perubahan tata
guna tanah sehingga bangunan-bangunan bermunculan tanpa terkendali.
Tidak hanya bangunan, namun tanah juga mengalami perubahan menjadi
fungsi perumahan, perindustrian dan perumahan rakyat. Sejalan dengan
perkembangannya kota Malang mengalami urbanisasi yang berlangsung
terus menerus, sehingga kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin
meningkat di luar kemampuan pemerintah.
kota Malang adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur,
kota Malang berjarak 90 km sebelah selatan kota Surabaya dan termasuk
kota terbesar kedua di jawa timur setelah kota surabaya. Kota Malang

terletak di dataran tinggi, sehingga membuat udara di kota Malang terasa
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sejuk. Kota Malang juga di kenal sebagai kota pendidikan, kota industri,
dan kota pariwisata.

Kota Malang sebagai kota pendidikan hal ini dikarenakan kota
Malang memiliki beragam fasilitas pendidikan seperti kampus/perguruan
tinggi, lembaga pendidikan non formal/tempat kursus, serta pondok
pesantren. Selain itu juga suasana kota Malang yang tenang, penduduknya
yang ramah, serta harga makanannya yang relatif murah dan fasilitas yang
memadai di bidang pendidikan membuat kota Malang sangat cocok untuk
para pelajar menempuh pendidikan. Sebagai kota industri, industri di kota
Malang sangat beragam mulai dari industri berskala kecil sampai industri
berskala besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus
berkembang dengan adanya pembinaan penanaman modal dan
peningkatan mutu oleh pemerintah kota Malang. Sedangkan industri yang
skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung
produktivitas kota Malang sebagai kota industri. Kota Malang sebagai kota
pariwisata, bisa dilihat dengan masih banyakan nya alam yang hijau dan
asri dan juga udaranya yang sejuk di kota Malang yang mengundang
banyak wisatawan lokal hingga mancanegara yang ingin berkunjung ke
kota Malang, adanya bangunan kuno peninggalan belanda juga menjadi
daya tarik tersendiri yang membuat kota Malang banyak di kunjungi para

wisatawan.
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b. Keadaan Geografis
Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah
Kota Surabaya. Kota ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya secara
geografis terletak di posisi 112,06° - 12,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02°
Lintang Selatan. Kota Malang berada pada ketinggian 440 — 667 meter
diatas permukaan laut, disamping itu kota Malang dikelilingi oleh gunung-
gunung yang tinggi seperti Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung
Semeru disebelah timur, Gunung Kawi dan panderman di sebelah barat
dan gunung kelud di sebelah selatan. Daerah pegunungan yang tinggi
menawarkan kesejukan bagi kota Malang. Kota Malang secara geografis
berbatasan dengan wilayah:
1) Sebelah utara: berbatasan dengan kecamatan singosari dan kecamatan
karangploso kabupaten Malang.
2) Sebelah selatan: berbatasan dengan kecamatan tajinan dan kecamatan
pakisaji kabupaten Malang.
3) Sebelah barat: berbatasan dengan kecamatan wagir dan kecamatan
dau kabupaten Malang.
4) Sebalah timur: berbatasan dengan kecamatan pakis dan kecamatan

tumpang kabupaten Malang.
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Peta Kota Malang

Secara administratif kota Malang terdiri dari lima wilayah

kecamatan yakni, kecamatan klojen, kecamatan blimbing, kecamatan

kedungkandang, kecamatan lowokwaru, dan kecamatan sukun.

c. Visi dan Misi Kota Malang

Visi dan misi kota Malang

1) Visi Kota Malang

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA

BERMARTABAT”

2) Misi Kota Malang

a)

b)

Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan
pelayanan pendidikan dan kesehatan

Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
Meningkatkan kesejateraan dan perlindungan terhadap
masyarakat rentah, pengarusutamaan gender, serta

kerukunan sosial
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d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung
kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib, penataan ruang
serta berwawasan lingkungan

e) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas
pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat

2. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang
a. Sejarah BP2D Kota Malang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang atau selanjutnya disebut
Dispenda Kota Malang pada awalnya merupakan Dispenda Kotapraja Malang.
Perubahan nama ini didasari dengan Surat Keputusan Walikota Malang
Nomor4/U tanggal 01 Januari 1970. Seiring dengan perkembangannya dalam
menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan penyesuaian yang akurat dalam
meningkatkan volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan
Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan, maka penyebutannya dirubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat 11 Malang. Dispenda dalam perkembangannya mengalami beberapa
perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan Perundangan
yakni:
1) Peraturan Daerah Kota Dati Il Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang

susunan organisasi Dispenda Malang;
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2) Peraturan Daerah Kota Dati Il Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan
dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun
1996 ( Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat 1l Malang,
ditingkatkan klasifikasi menjadi tipe A).

Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 januari 2001,
Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang
menangani Pemerintah Daerah dengan membentuk Dispenda berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan,
tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam
keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Fungsi
dan Tata Kerja Dispenda Kota Malang. Terbitnya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur
organisasi pada Dispenda Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan
Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No. 58 Tahun
2008, Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dispenda Kota
Malang. Tahun 2009 dengan terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun
2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) vyang
didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) kepada daerah maka Pemerintah

Kota Malang menindaklanjuti dengan menyususn Peraturan Daerah Koa
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Malang No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada
Dispenda Kota Malang yang tertuang dam Peraturan Daerah Kota Malang
No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Kota
Malang serta Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dispenda Kota Malang. dan dalam
Peraturan Wali Kota Malang No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pelayanan
Pajak Daerah. Mengubah nama Dinas Pendapatan kota Malang
(Dispenda), menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
(BP2D).
b. Visi dan Misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
1) Visi
Menciptakan kinerja yang optimal pada BP2D Kota Malang agar
memberikan Pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalm meningkatkan Pendapatan daerah
2) Misi
Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pajak Daerah
c. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
Struktur organisasi Badan Pelayanan pajak Daerah Kota Malang secara

umum terdiri dari:



d.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Kepala Badan

Sekretariat, terdiri dari:

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b) Subbagian Umum.

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari:
a) Subbidang Pendataan;

b) Subbidang Pendaftaran; dan

c) Subbidang Penetapan.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari:

a) Subbidang Penagihan;

b) Subbidang Pemeriksaan; dan

c) Subbidang Penyelesaian Sengketa.

Bidang Pengembangan Potensi, terdiri dari:

a) Subbidang Penggalian Potensi;

b) Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak; dan
c) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

UPT

Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

1)

Tugas Pokok
Badan pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan

melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah
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2) Fungsi

a) Penyususnan perencanaan strategis Perangkat Daerah

b) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah

c) Pengembangan potensi Pajak Daerah

d) Pendataan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah

e) Pemungutan Pajak Daerah

f) Penyelesaian keberatan Pajak Daerah

g) Penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan
pembayaran atas Pajak Daerah

h) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak
Daerah

i) Penerbitan Nomor Pokok Wajib pajak Daerah (NPWPD)

j) Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak
Daerah

k) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam
kewenangannya

I) Pengelolaan administrasi umum

m) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional

n)

Penyelenggaraan UPT.



B. Penyajian Data

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah
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a. Tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Air tanah Kota Malang

Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus
realisasi/target akan menghasilkan indikator yang tidak stabil. Sulit untuk
memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah tersebut sangat
efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang sangat
memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak. Tingkat
efektivitas dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara target
dan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 4.3: Jumlah Wajib Pajak air tanah dan penerimaan pajak air tanah
Kota Malang tahun 2012-2018

Jumlah .
Tahun Wc’:_ljlb Target (Rp) Realisasi (Rp) e;lt-elknt?\l/(i?;s
Pajak
2012 391 400.772.081,00 | 509.265.868,70 | 127,07%
2013 401 641.130.420,40 | 694.747.885,20 | 108,36%
2017 406 701.130.420,40 | 819.219.964,44 | 116,84%
2015 408 749.475.964,90 | 777.523.080,54 | 103,74%
2016 413 600.000.000,00 | 809.743.186,19 | 134,96%
2017 419 600.000.000,00 | 807.463.681,49 | 134,58%
2018 430 800.000.000,00 | 909.863.768,00 | 113,73%

Sumber: Dispenda Kota Malang, 2019

Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak
air tanah Kota Malang setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan
tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah. Hal ini membuktikan bahwa
target yang ditetapkan masih bisa di tingkatkan lagi kalau dilihat dari
jumlah wajib pajak air tanah setiap tahun nya mengalami peningkatan.

Dengan jumlah wajib pajak air tanah setiap tahun nya meningkat, maka
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potensi yang dimiliki pajak air tanah di kota malang seharusnya bisa di
tingkatkan lagi sesuai tabel di atas.
b. Kontribusi Pajak Air tanah Terhadap Penerimaan Pajak Kota Malang
Penerimaan pajak air tanah sangat berpengaruh terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak air tanah
merupakan sumber penerimaan pajak daerah Kota Malang yang secara
langsung memberikan kontribusi terhadap pajak daerah. Analisis
kontribusi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pajak
air tanah mampu memberikan sumbangan terhadap pajak daerah. Analisis
kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan air
tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Kontribusi pajak
air tanah Kota Malang tahun 2012-2018 dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

Kontribusi Paiak At\Nenah Realisasi Penerimaan Pajak Air tanah X 100%
ontribusi Pajak Air Tanah =
J Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD °

(Halim, 2004: 163)

Hasil kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah
dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Munir, dkk (2004: 149)
menyampaikan kriteria untuk mengetahui kontribusi air tanah dalam
menopang pajak daerah adalah sebagai berikut :
1) Persentase antara 0%- 9%, memiliki nilai kontribusi “sangat kurang”.

2) Persentase antara 10%- 20% memiliki nilai kontribusi “kurang”.
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3) Persentasenya antara 20%- 30% memiliki nilai kontribusi “sedang”.

4) Persentasenya antara 30%- 40% memiliki nilai kontribusi “cukup”.

5) Persentasenya 40- 50% memiliki nilai kontribusi “baik”.

6) Persentasenya lebih dari 50% memiliki nilai kontribusi “sangat baik”.

Analisis kontribusi yang dilakukan untuk mendapatkan seberapa

besar kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan pajak daerah di Kota

Malang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke

tahun selama tujuh tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang

berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang

terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun.

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang dan realisasi Pajak

Daerah Kota Malang tahun 2012-2018 merupakan data awal untuk

menghitung besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Air tanah. Realisasi

penerimaan pajak air tanah, realisasi pajak daerah Kota Malang, dan

realisasi Pajak Daerah Kota Malang tahun 2012-2018 disajikan pada tabel.

Tabel 4.2: Realisasi Pajak Air tanah dan Realisasi Pajak Daerah Kota
Malang tahun 2012-2018

Tahun Realisasi Pajak Realisasi Pajak Kontribusi
Air tanah (Rp) Daerah (Rp)
2012 509.265.868,70 158.647.650.561,89 3.251%
2013 694.747.885,20 238.499.748.161,57 2.912%
2017 819.219.964,44 | 278.885.189.548,87 2.937%
2015 777.523.080,54 316.811.730.702,76 2.454%
2016 809.743.186,19 374.641.673.419,65 2.161%
2017 807.463.681,49 414.940.959.495,28 1.945%
2018 909.863.768,00 437.567.366.518,00 1.921%

Sumber: BP2D Kota Malang, 2019
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Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa selama 7 tahun dapat diketahui
bahwa pada tahun 2012-2018 terjadinya peningkatan potensi realisasi
pajak yang diperoleh sehingga memberikan dukungan dalam peningkatan
bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam
pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

. Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah

Pendataan wajib pajak yang telah dilakukan oleh BP2D Kota Malang
selanjutnya dilakukan penetapan pajak terutang kepada setiap pengusaha
air tanah (yang menjadi Wajib Pajak). Wajib pajak berkewajiban
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang
terutang dengan menggunakan SPTPD. Wajib Pajak yang memenuhi
kewajiban perpajakan sendiri harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar,
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
Pengenaan pajak air tanah kepada wajib pajak air tanah adalah dengan
wajib pajak menjual dulu kemudian membayar pajak terutang dibulan
berikutnya.

Pajak Air tanah yang terutang dilunasi selambat- lambatnya tanggal
5 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa
pajak. Blangko SPTPD yang harus diisi oleh Wajib Pajak mencantumkan
penjualan per hari air tanah tersebut selama sebulan, kemudian total omset
penjualannya dikali 10%. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui

bahwa batas pembayaran pajak air tanah setiap bulannya adalah tanggal 10
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bulan berikutnya. Besarnya tarif pajak terutang adalah sebesar 5% dan
10%. Air tanah dengan omset penjualan Rp 5.000.000 — Rp 15.000.000 per
bulan dikenakan tarif 5%, sedangkan air tanah dengan omset penjualan
diatas Rp 15.000.000 dikenakan tarif 10%. Data SPTPD yang dilaporkan
dilampiri dengan kas bon bukti penjualan yang ada. Hal tersebut akan
dicocokkan oleh aparatur BP2D, apabila tidak sesuai akan mendapatkan
surat pemberitahuan dari BP2D Kota Malang. Apabila wajib Pajak air
tanah telat dalam pembayaran pajaknya maka denda administrasi sebesar
2% akan diberlakukan, guna menciptakan kondisi wajib pajak yang patuh
pajak.

Pemungutan Pajak air tanah sebagian sudah menerapkan aplikasi
elektronik atau yang disebut dengan e-tax. Sistem e-tax ini diberlakukan
untuk semua jenis pajak daerah yang ada di Kota Malang. Sampai saat ini
penerapan e-tax di Kota Malang masih pada pajak air tanah, hotel, hiburan,
dan pajak parkir. Sistem pembayaran e-tax telah melibatkan Bank BRI
sebagai mitra pembayaran, data base yang masuk secara otomatis
terkoneksi dengan database di BP2D Kota Malang. Melalui istem ini wajib
pajak sudah tidak perlu lagi ke kantor BP2D utuk melaporkan pajaknya.
Wajib pajak secara online dapat menghitung, membayar, dan melaporkan
kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sudah tidak perlu lagi membawa
SPTPD ke kantor BP2D Kota Malang, semuanya sudah terintegrasi secara

online. Penerapan e-tax tersebut sudah seharusnya memberikan



47

kemudahan kepada wajib pajak Pajak Air tanah dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak air tanah Kota Malang setiap tahunnya
menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan pajak air tanah selalu

mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Malang Tahun
2012-2018

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) | Presentase (%0)
2012 400.772.081 509.265.868 127,08%
2013 641.130.420 694.747.885 108,38%
2014 701.130.420 819.219.964 116,84%
2015 749.475.964 777.523.080 103,74%
2016 600.000.000 809.743.186 134,95%
2017 600.000.000 807.463.681 134,58%
2018 800.000.000 909.863.768 113,73%

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak air tanah
Kota Malang selalu meningkat. Realisasi penerimaan pajak air tanah selalu
berhasil mencapai target yang ditentukan. Tahun 2014 merupakan tahun
dengan tingkat pencapaian realisasi tertinggi, dan data mengenai wajib

pajak air tanah tahun 2012-2018 dapat disajikan pada tabel 4.5
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Tabel 4.5 Peningkatan Jumlah wajib pajak air tanah Tahun

2012-2018
Tahun Jumlah WP Peningkatan

2012 391 -

2013 401 2,56%
2014 406 1,25%
2015 408 0,49%
2016 413 1,23%
2017 419 1,45%
2018 430 2,63%

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2019

Dari tabel di atas, terliha jumlah wajib pajak air tanah tiap
tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2018 jumlah
wajib pajak air tanah Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Hal ini
bisa terus meningkatkan potensi pajak air tanah di setiap tahun nya di kota
malang

Jumlah wajib pajak menjadi perhatian lebih untuk mengetahui
potensi dari penerimaan pajak. Meningkatnya jumlah wajib pajak juga
menunjukkan adanya potensi dalam penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak
air tanah di kota malang meningkat setiap tahunnya yang juga
meningkatkan potensi dari penerimaan pajak air tanah ini sendiri.
Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah
a. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah

Pendapatan daerah secara umum bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dan komponen
sumber pendapatan suatu daerah yang secara riil berasal dari potensi

daerah itu sendiri. PAD suatu daerah bersumber dari pajak daerah,
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retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah. Pajak Daerah dan hasil
pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah suatu
daerah, hal tersebut dikarenakan banyaknya potensi jenis pajak daerah
sebagai sumber riil penerimaan PAD. Pajak daerah sebagai satu sumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan perencanaan yang teliti,
hati- hati dan seksama, bilamana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah ingin mengenakan kepada masyarakat. Hal tersebut guna untuk
optimalnya penerimaan pajak daerah.

Kota Malang sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur dan
merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia telah mengelola pajak
daerahnya sebagai sumber penerimaan PAD yang akan digunakan untuk
mendanai pengeluaran rumah tangganya. Pajak air tanah merupakan salah
satu jenis pajak daerah Kota Malang. Dinas Pendapatan Daerah Kota
Malang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang
bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pajak daerah salah satunya
pajak air tanah.

Hasil wawancara dapat diketahui seberapa besar penerimaan pajak
air tanah pada setiap tahun anggaran. Bapak Tedy Sujadi menyampaikan
sebagai berikut :

Dalam proses pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek-objek

pajak lebih Khususnya pajak air tanah akan sangat menetukan

penerimaan/ perolehan pajak, karena dari proses tersebut mbak kita
dapat mengetahui berapa besar pajak yang akan dikenakan kepada
wajib pajak, sehingga akan kita perolenh gambaran tentang pajak
terutangnya. Proses ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun/ setiap tahun

anggaran.
(wawancara kepada Bapak tedi Sujadi, 9 Januari 2019)
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Setelah proses pendaftaran dan pendataan selesai maka selanjutnya
kewajiban wajib pajak air tanah yaitu membayar pajak terutangnya. Bapak
Tedy Sujadi selaku Kabid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
menyatakan bahwa :

Misalnya ya mas pada bulan Januari, Wajib Pajak menyerahkan
blangko SPTPD untuk hasil omset penjualannya pada bulan
Januari dikalikan 5% atau 10% untuk menetapkan pajak yang harus
dibayarkan, jumlah tersebutlah yang nanti harus dibayarkan wajib
pajak tersebut di bulan berikutnya pada bulan Februari, selambat-
lambatnya sampai dengan tanggal 10 Februari. SPTPD bersama
bon penjualannya dikasihkan ke kita, bagian seksi pendataan. Lalu
kita cocokkan, kalau tidak sesuai ya kita benarkan, kurang kita
suruh bayar lagi kalau lebih kita kembalikan.

(wawancara kepada Bapak Tedi Sujadi, tanggal 9 Januari 2019)

Pemungutan pajak air tanah Kota Malang dilakukan dengan wajib
pajak membayar sendiri pajak terutangnya ke loket pembayaran BP2D
atau melalui bank BRI dengan sistem e-tax. Jatuh tempo pembayaran
Pajak air tanah ditetapkan. Apabila melebihi batas jatuh tempo yang
ditetapkan, maka WP akan dikenakan sanksi denda sebesar 2%. Kepala
Seksi Penetapan Bapak Tedy Sujadi mengemukakan sebagai berikut :

Saat ini masih banyak penggunaan air tanah air tanah dari rumah

makan atau hotel yang seringkali terlambat dalam pembayaran

kewajiban pajaknya mas. Kalau sampai akhir bulan masih tidak
membayar pajak maka akan kita berikan sanksi sebesar 2% tiap
bulannya.

(wawancara kepada Bapak Tedi Sujadi, tanggal 9 Januari 2019)

Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran pajak air
tanah yang dilakukan oleh WP air tanah Kota Malang masih belum taat
pajak. Data jumlah wajib pajak air tanah dan penerimaan pajak air tanah

Kota Malang selama tahun 2012-2018 selalu mengalami peningkatan.
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Jumlah Wajib Pajak air tanah dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang

tahun 2012-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: Jumlah Wajib Pajak Air Tanah dan Penerimaan Pajak Air
Tanah Kota Malang Tahun 2012-2018

Jumlah
Tahun Wajib Target (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak

2012 391 400.772.081,00 | 509.265.868,70
2013 401 641.130.420,40 | 694.747.885,20
2017 406 701.130.420,40 | 819.219.964,44
2015 408 749.475.964,90 | 777.523.080,54
2016 413 600.000.000,00 | 809.743.186,19
2017 419 600.000.000,00 | 807.463.681,49
2018 430 800.000.000,00 | 909.863.768,00

Rata- rata 641.786.983,80 | 761.118.204,90

Sumber: BP2D Kota Malang, 2019
Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak dan
penerimaan pajak air tanah Kota Malang tahun 2012-2018
menunjuukkan kondisi yang berflutuasi. Rata- rata target sebesar Rp.
641.786.983,80 sedangkan rata- rata realisasi nya sebesar Rp.
761.118.204,90
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
intensifikasi pemungutan pajak. Diantaranya yaitu;
1).Pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak
Pengawasan pembayaran pajak daerah khususnya pajak air

tanah dilakukan sebagai strategi meningkatkan penerimaan pajak air

tanah Kota Malang. Peningkatan pengawasan tersebut melalui
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pengecekan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah)
yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pajak online yang baru
diterapkan tahun 2017 lebih memudahkan pihak BP2D Kota Malang
dalam melakukan pengawasan pembayaran pajak air tanah. lbu Ni
Luh Eka Pujiastuti selaku Kasubid Pendataan Pajak Daerah
mengemukakan sebagai berikut:

Upaya intensifikasi ya kita lakukan mas salah satunya dengan
melakukan pengawasan melalui pengecekan SPTPD yang
dilaporkan oleh wajib pajak. Dari situ kita tau data pajak
antara omzet dan pajak terutangnya sama apa tidak, kalau
tidak ya kita betulkan. Terus sekarang kan sudah diterapkan
e-tax kan ya mas, dengan adanya e-tax tersebut Kkita lebih
mudah melakukan pengawasan. Semua data transaksi wajib
pajak dapat kita pantau setiap menitnya, jadi dengan begitu
kita tau berapa omzet dan pajak terutangnya.

(Wawancara kepada Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, tanggal 14
Januari 2019)

Pembayaran pajak air tanah juga dapat dilakukan pengawasan
dengan menggunakan SIMPATDA (Sistem Manajemen Pajak Daerah
Antar Bidang). SIMPATDA merupakan salah satu aplikasi yang
diterapkan BP2D Kota Malang dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian pembayaran pajak daerah. Bapak Didit Edy selaku Kasubid
Penggalian Potensi mengemukakan sebagai berikut:

Intensifikasi kita lakukan dengan melakukan pengawasan.
Pengawasan dilakukan dengan mengecek SPTPD yang
dilaporkan wajib pajak, selain itu saat ini pengawasan dapat
dilakukan dengan sistem, yaitu dengan sistem e-tax dan
SIMPATDA. Dari kedua sistem tersebut dapat diketahui data
base wajib pajak air tanah dari omzet, pembayaran dan
pelaporannya.

(Wawancara kepada Bapak Didit Edy, tanggal 11 Januari
2019)



53

Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan pembayaran
pajak air tanah yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dengan
melakukan pengecekan SPTPD.

2).Peningkatan Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam suatu
organisasi. Setiap organisasi yang membutuhkan Sumber Daya Manusia
yang kompeten atau terampil dibidangnya. Guna mendukung sistem kerja
organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. BP2D Kota Malang
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab
atas pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya sektor pajak daerah,
selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM yang ada. Peningkatan
kualitas SDM yang dilakukan oleh BP2D Kota Malang adalah dengan
mengikutkan karyawan atau aparatur BP2D dalam program diklat atau
seminar-seminar dibidang perpajakan daerah. Bapak Didit Edy selaku
Kasubid Penggalian Potensi mengemukakan sebagai berikut:

Intensifikasi juga kita lakukan dari SDM ya. Kan wawasan
SDM vyang ada berbeda-beda. Ada yang sudah faham ada juga
yang perlu difahamkan. Untuk itu aparatur yang ada ya Kkita
ikutkan diklat-diklat dan seminar-seminar pajak, pajak daerah
secara keseluruhan tidak hanya mencakup pajak air tanah saja.
Kita juga studi banding ke daerah-daerah lain bagaimana
peraturan yang ada, teknisnya seperti apa. Kalau sesuai dengan
daerah kita ya Kita kaji lebih dalam. Dari situ wawasan kita kan
bertambah.
(Wawancara kepada Bapak Didit Edy, tanggal 11 Januari 2019)
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh lbu Ni Luh Eka

Pujiastuti selaku Kasubid Pendataan BP2D Kota Malang sebagai

berikut:
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Upaya dari internal BP2D ya pasti mas. Wawasan aparatur
selalu kita upgrade. Wawasan individu satu dengan yang lain
kan berbeda. Untuk itu Kkita selalu mengikutkan aparatur yang
ada ke seminar atau diklat Pajak Daerah.

(Wawancara kepada Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, tanggal 14
Januari 2019)

Pemaparan yang telah di sampaikan diatas dapat diketahui bahwa
Sumber Daya Manusia (SDM) BP2D Kota Malang selalu ditingkatkan
melalui diklat-diklat atau seminar pajak daerah. Hal tersebut guna untuk
memenuhi tuntutan atau kebutuhan yang ada saat ini. Penambahan
wawasan tentang pajak daerah dan keterampilan dalam teknis perlu diasah
atau ditingkatkan oleh setiap individu aparatur BP2D Kota Malang.

3).Penyusunan Peraturan

Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah merupakan dasar atau payung hukum terlaksananya
pemungutan pajak air tanah Kota Malang. BP2D Kota Malang selalu
mengupayakan dan mengekplorasi Undang-undang tersebut guna
optimalnya penerimaan pajak air tanah.

Bapak Didit Edy selaku Kasubid Penggalian Potensi sebagai berikut:
selain itu intensifikasi juga kita lakukan dengan meninjau peraturan
yang sudah ada. Seperti e-tax yang kita gunakan saat ini kan begitu.
Diperaturan belum ada. Tapi kita lakukan upaya untuk menyusun
payung hukum e-tax. Dengan begitu kan dasar e-tax kita jelas dan
dapat di paksakan ke setiap wajib pajak. Untuk saat ini wajib pajak
masih sulit untuk diberlakukan sistem e-tax. Dengan adanya peraturan
e-tax nanti mau nggak mau wajib pajak ya harus ikut Kita.
(Wawancara kepada Bapak Didit Edy, pada tanggal 11 Januari 2019)

Sistem e-tax saat ini dianggap sangat membantu dalam

mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah dikarenakan dengan sistem e-
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tax WP. Bapak Nanang selaku Kasubid Pendaftaran mengemukakan
sebagai berikut:

fungsi e-tax memudahkan pembayaran dan pelaporan wp.
Dengan e-tax WP tidak perlu ke sini melaporkan omzetnya dan
tidak perlu juga membawa bonbill. WP membayar pajaknya
melalui bank BRI, kita disini sebagai alat kontrol atas pelaporan
pajak WP. Kita lihat sesuai nggak pajak yang dibayarkan
dengan jumlah transaksinya. Kalau sesuai kita centang sebagai
tanda kita menyetujuinya. Maka dari itu saat ini peraturan untuk
e-tax lagi kita godok. Secara teknis sudah berjalan namun secara
hukum belum ada landasan hukumnya.

(wawancara kepada Bapak Nanang, tanggal 17 Januari 2019)

Penyusunan peraturan yang sedang dilakukan BP2D Kota Malang adalah
peraturan tentang e-tax. Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak
terutangnya secara online melalui bank BRI, tanpa harus datang ke kantor BP2D.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil wawancara dengan ibu Ni Luh Eka Pujiastuti selaku Kasubid
Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota malang mengemukakan
sebagai berikut:

Kalau untuk faktor pendukung nya itu sarana dan prasarana yang
memadai, lalu sistem informasi yang sudah baik, serta
perekonomian yang semakin membaik. Untuk faktor penghambat
nya sendiri yang kita temui itu rendahnya kesadaran wajib pajak,
serta kualitas aparatur BP2D yang masih terbilang rendah.

(wawancara kepada Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, tanggal 14 Januari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung
dari optimalisasi pemungutan pajak air tanah adalah;

1. Sarana dan prasaranan yang memadai
2. Sistem informasi yang baik

3. Perekonomian yang semakin membaik



56

Sementara untuk faktor penghambatnya, yaitu:
1. Rendahnya kesadaran wajib pajak
2. Kualitas aparatur BP2D yang masih rendah
C. Pembahasan
1. Evektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah
a. Tingkat Evektivitas Pajak Air Tanah

Hasil analisis tingkat efektivitas menunjukkan bahwa bahwa
jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang tahun
menunjukkan adanya peningkatan tingkat efektivitas penerimaan pajak
air tanah. Hasil penelitian ini memperkuat bukti bahwa target yang
ditetapkan masih jauh dari potensi yang dimilikinya. Penggunaan
variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur
efektivitas dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan.
Guna menghindari kekeliruan tersebut dan untuk membedakan dengan
indikator efektivitas yang sesungguhnya, maka penulis mengajukan
solusi untuk membuat istilah baru yang mengukur rasio realisasi dengan
target pajak daerah, yaitu dengan istilah Tingkat Pencapaian Target.
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka
organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo,
2004:132).

Apabila upaya efektivitas pengambilan pajak air tanah

ditingkatkan, bisa dipastikan realisasi pajak air tanah meningkat
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sehingga dapat menambah kontribusi terhadap pajak daerah. Peningkatan
pajak daerah merupakan penentu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebagai sumber pendanaan daerah untuk menjalankan otonomi
daerah. Selain itu, konsep efektivitas, dan kontribusi pemungutan pajak
dapat dijadikan gambaran tentang kinerja pemerintah Kota Malang
untuk pengelolaan pemungutan pajak air tanah. Pemerintah daerah perlu
berupaya meningkatkan penerimaan pajak air tanah supaya penerimaan
pemerintah daerah  terus bertambah sehingga bisa memperlancar
pembangunan daerah. Agar pencapaian ini terlaksana, pemerintah daerah
harus melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang
keuangan daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah
daerah Kota Malang sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara aktif
melakukan upaya pengembangan potensi pendapatan daerah, yang salah
satunya adalah pajak air tanah.

Keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan
pungutan pajak air tanah, dimana hasil pemungutan pajak air tanah di Kota
Malang menunjukkan adanya realisasi pajak air tanah yang melebihi target
penerimaan. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu
mengenai:

1) Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Malang
Tingginya angka realisasi penerimaan pajak air tanah tidak terlepas dari

tingginya angka wisatawan yang memanfaatkan jasa air tanah. Dengan
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melihat potensi wisata Kota Malang maka tidaklah heran jika Kota

Malang menjadi salah satu kota tujuan wisata kuliner juga.

2) Promosi yang ditawarkan pihak air tanah

Meningkatnya jumlah wisatawan tiap tahunnya yang berkunjung ke
Kota Malang tidak lepas dari peran pihak air tanah yang ikut
membantu Pemerintah Daerah mempromosikan pariwisata Malang.
Terbukti, dengan gencarnya pihak air tanah menawarkan promosi
paket makanan dengan harga murah yang akan menarik minat
wisatawan untuk datang ke Kota Malang terutama wisatawan
domestik, tiap tahunnya jumlah wisatawan terus meningkat terutama
wisatawan domestik dan peningkatan ini terjadi tiap tahun, wisatawan
yang berkunjung terbanyak hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu
saja.

3) Peran penduduk lokal sebagai konsumen pun menjadi faktor lainnya.
Selain wisatawan asing maupun domestik yang memanfaatkan jasa air
tanah-air tanah dengan kuliner khas Kota Malang, penduduk lokal pun
mulai berpengaruh dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan air
tanah-air tanah dengan jenis kuliner baik kuliner khas Kota Malang
maupun jenis kuliner yang sudah umum di luar kuliner khas Kota
Malang itu sendiri.

4) Jumlah wajib pajak yang terus bertambah
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Seiring dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat, jumlah wajib
pajak juga terus meningkat untuk mengimbangi jumlah wisatawan serta
memberikan pilihan kepada para wisatawan.

Faktor penentu keberhasilan dari pemungutan pajak air tanah
tersebut merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan potensi dari sekor
pajak tersebut. Lahan-lahan yang kurang produktif dimanfaatkan menjadi
sebuah usaha yang mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat di Kota Malang. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan
kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari
penggunaan transaksi pelayanan air tanah, yang meliputi penjualan makanan
dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat
pelayanan maupun tempat lain. Hal tersebutlah yang menjadi faktor
meningkatnya penerimaan pajak air tanah Kota Malang. Namun demikian hal
tersebut perlu dioptimalkan lagi dikarenakan kontribusi dan penerapan e-tax
belum menunjukkan hal yang baik.

b. Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah
Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak air tanah
diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak
daerah di Kota Malang. Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap
penerimaan pajak daerah di Kota Malang dapat diukur dengan kriteria nilai
kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air

tanah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang.
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Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah
kota malang pada tahun 2012 sebesar 0,325%. Hal tersebut merupakan
kontribusi tertinggi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah dimana
pada tahun 2013 hanya sebesar 0,291%. Pada tahun 2014 kontribusi tersebut
sedikit meningkat menjadi 0,293% dimana kontribusi pada tahun tahun
berikutnya terus menurun. Diawali dari 0,245% pada tahun 2015, 0,216%
pada tahun 2016, 0,194% pada 2017, dan 0,192% pada 2018. Meski
kontribusi pajak air tanah menurun, namun penerimaan pajak air tanah terus
meningkat setiap tahun dimana penerimaan pajak daerah kota malang juga
meningkat secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intensifikasi
pajak daerah kota malang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

daerah, termasuk dari sektor pajak air tanah.

2. Potensi Penerimaan pajak Air Tanah

Mengacu pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak air tanah diberikan kewenangan
pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah Tingkat 11 yakni Kabupaten/Kota.
Landasan hukum tersebut menunjuk Pemerintah Daerah dalam merumuskan
kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan pengelolaan pajak air
tanah, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat Peraturan Daerah
(Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang dapat digunakan oleh intansi
terkait sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pemungutan pajak air

tanah.
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Pemungutan pajak air tanah Kota Malang diawali dengan melakukan
pendaftaran dan pendataan. Hal ini bisa terjadi mana yang lebih dahulu,
pendaftaran dahulu atau pendataan dahulu. Pendaftaran wajib pajak air tanah
dilakukan oleh masyarakat yang menyadari bahwa usahanya wajib membayar
pajak. Pendataan dilakukan lebih dahulu vyaitu apabila pihak BP2D
melakukan survey lapangan untuk meninjau subjek dan objek pajak air tanah
dilapangan. Apabila dalam survey lapangan ditemukan usaha yang belum
dikenakan pajak maka secara paksa BP2D melakukan pendataan yang
digunakan sebagai acuan untuk menetapkan pemilik usaha sebagai wajib
pajak daerah. Seksi Pendataan mendatangi Wajib Pajak Air tanah untuk
mengisi SPTPD sebagai laporan hasil penjualan/omset. SPTPD tersebutlah
yang menjadi acuan untuk dituangkan ke dalam kartu data. Selanjutnya
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang akan menerbitkan NPWD
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

3. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah
a. Intensifikasi

Pelaksanaan intensifikasi pajak air tanah merupakan hal yang perlu
dilakukan dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak. Berdasarkan data
yang telah disajikan, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami mengenai
intensifikasi ini sendiri. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam
melakukan intensifikasi ini, diantaranya yaitu;

1) Pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
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3) Penyusunan peraturan
Adanya pengawasan terhadap pembayaran pajak menjadi hal yang
dianggap cukup penting dimana para wajib pajak akan diberikan SPTPD
dengan tujuan menginfokan mengenai pajak yang akan dibayarkan.
Penggunaan SIMPATDA juga menjadi sarana yang digunakan oleh Badan
Pelayanan Pajak Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib
pajak yang terdaftar menggunakan e-tax. Pengawasan tersebut juga perlu
dilakukan oleh SKPD dengan kualitas SDM yang cukup baik, maka dari itu
adanya seminar pajak maupun pelatihan dinas menjadi hal yang menjadi
sorotan demi memberikan pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak.
Penyusunan peraturan ini sendiri diperlukan untuk menjadi pedoman BP2D
dalam melakukan kegiatan intensifikasi pajak.
b. Faktor Pendukung dan Penghambat
1) Faktor Pendukung
a) Sarana dan Prasarana
Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tempat kerja BP2D
Kota Malang saat ini sangat representatif dan nyaman untuk melakukan
aktivitas kerja. Gedung kantor sangat memadai yang didukung dengan
fasilitas lainnya seperti pendingin ruangan dan adanya koneksi internet.
Alat tulis kantor juga lengkap sebagai sarana penujang terlaksananya
kegiatan kerja, mulai dari alat tulis sampai media computer dan printer
sebagai sarana input dan output data pajak daerah. Data penerimaan

pajak sudah berbasis komputerisasi semua. Penerapan e-tax telah
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membuktikan bahwa penerimaan pajak berbasis IT mecerminkan

kesiapan BP2D Kota Malang dalam era digitalisasi saat ini. Input data

wajib pajak dan kewajiban perpajakannya sampai pembayaran pajak

yang dilakukan oleh wajib pajak telah berbasis IT. Hal ini sangat

mendukung pihak BP2D Kota Malang dalam mengoptimalkan

penerimaan pajak daerahnya khususnya pajak air tanah.

b) Sistem Informasi yang Mendukung

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem IT yang telah

diterapkan BP2D Kota Malang dalam pengelolaan Pajak Daerah
khususnya Pajak Air tanah adalah SIMPATDA (Sistem Manajemen Pajak
Daerah Antar Bidang), dan E-Tax (Elektronik Tax). SIMPATDA
merupakan data base pengelolaan pajak air tanah dan pajak daerah lainnya
yang terintegrasi dengan semua bidang di lingkup kerja BP2D Kota
Malang. Penerapan sistem ini memungkinkan Kinerja antar bidang lingkup
kerja BP2D Kota Malang sangat efektif, hal tersebut dikarenakan data
pajak yang ada terintegrasi antar bidang sehingga meminimalisir data yang
berbeda.

c) Perekonomian yang semakin membaik

Tunjangan finansial masyarakat merupakan faktor pendukung

meningkatnya penerimaan pajak air tanah Kota Malang. Masyarakat Kota
Malang baik yang penduduk asli maupun pendatang selalu memberikan
kontribusi terhadap penerimaan pajak air tanah Kota Malang dan

memberikan dampak pula terhadap perekonomian Kota Malang. Hasil
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wawancara diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak air tanah yang
selalu mengalami peningkatan merupakan ciri bahwa perekonomian
masyarakat Kota Malang yang semakin membaik. Dengan perekonomian
masyarakat yang membaik maka daya konsumsi masyarakat akan
meningkat pula. Sehingga hal tersebut memicu tumbuhnya wisata-wisata
kuliner baru yang siap mewadahi selera konsumsi masyarakat. Dengan hal
tersebut penerimaan pajak air tanah Kota Malang akan selalu mengalami

peningkatan.

2) Faktor Penghambat
a) Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan terhadap
masyarakat yang mempunyai usaha di bidang kuliner yang secara
Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar iuran kepada
kas daerah. Sumber penerimaan ini yang selalu dioptimalkan oleh
Pemerintah Kota Malang khusunya BP2D Kota Malang melalui
penjaringan wajib pajak baru dan berbagai upaya lainnya. Sampai tahun
2018 Wajib Pajak Air tanah Kota Malang berjumlah 493 WP terdaftar.
Namun demikian tidak semuanya patuh membayar pajak. Ketidakpatuhan
wajib pajak air tanah berdasarkan hasil wawancara mencapai angka sekitar
20%-30%. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi bagi

penerimaan pajak air tanah Kota Malang.
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Kesadaran bayar pajak yang kurang dari masyarakat menjadi
tantangan bagi aparatur BP2D Kota Malang dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah Kota Malang. Tidak bisa dipungkiri bahwa
realita ketidakpatuhan wajib pajak merupakan hal yang sudah biasa terjadi
di tataran pajak pusat maupun pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut
sudah seharusnya dan sewajarnya jika BP2D Kota Malang selalu
melakukan upaya visit lapangan, himbauan, teguran dan sanksi yang tegas
kepada wajib pajak air tanah yang membandel. Upaya yang tegas dan
penyampaian yang baik kepada masyarakat akan dapat meningkatkan
penerimaan pajak air tanah Kota Malang yang secara langsung
berkontribusi kepada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.
Rendahnya kesadaran tersebut juga ditunjukkan dengan rendahnya
kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang telah
ditetapkan serta tidak pernah mengalami permasalahan hukum terkait
dengan masalah pajak.

b) Kualitas Aparatur BP2D Kota Malang
Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama terselenggaranya
organisasi secara baik atau buruk. Sumber Daya Manusia yang mumpuni
akan menghasilkan kinerja organisasi secara maksimal, tertata, dan rapi.
Begitu pula sebaliknya. Sumber Daya Manusia yang buruk akan
menciptakan iklim organisasi yang tidak sehat. Hal tersebut dikarenakan

Sumber Daya Manusia merupakan faktor langsung dari sebuah sistem
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organisasi. Setiap organisasi selalu berusaha untuk mendapatkan Sumber

Daya Manusia yang kompeten di bidang kerjanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka
kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap
penerimaan pajak daerah di Kota Malang yaitu dengan melakukan
perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan
adanya penerimaan atau realisasi yang melebihi dari target yang telah
ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak air tanah
terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang dapat dikatakan efektif.

2. Potensi penerimaan pajak air tanah terhadap peningkatan pajak daerah di
Kota Malang menunjukkan adanya peningkatan, hal ini ditunjukkan
dengan adanya jumlah wajib pajak air tanah tiap tahunnya terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2018 jumlah wajib pajak air
tanah Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak air
tanah Kota Malang tahun 2012-2018.

3. Upaya pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Kota
Malang yaitu dengan melakukan pengawasan pembayaran pajak oleh
wajib pajak, upaya peningkatan kualitas Aparatur BP2D Kota Malang dan
penyusunan peraturan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian

atas peraturan yang ditetapkan dalam pemungutan pajak air tanah.

67
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka saran yang diajukan
dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang harus lebih berupaya untuk
menciptakan dan mendukung kesadaran masyarakat untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya. Upaya nyata yang dilakukan yaitu dengan
memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan kualitas aparatur Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
harus dimaksimalkan sehingga potensi pajak yang dimiliki daerah dapat
mendukung proses pembangunan daerah. Peningkatan kualitas aparatur
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tersebut dilakukan untuk
memberikan dukungan dalam proses sosialisasi perpajakan sehingga masyarakat
benar-benar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

3. Dalam penyusunan target penerimaan pajak Air Tanah hendaknya Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mempertimbangkan berbagai hal atau
faktor terkait dengan potensi yang dimiliki Kota Malang sehingga potensi
yang ada benar-benar dapat terealisasikan secara maksimal sehingga

mendukung penerimaan riil pada sektor pajak air tanah tersebut.
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

J1. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254

MALANG
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/6.10.P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi
Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Bisnis
FIA Univ. Brawijaya No. 11913/UN10.F03.12.11/PN/2018 tgl. 27 September2018 perihal : Riset/

Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

a. Nama ;' YULIUS PUTRA DAMANIK. (peserta : - orang terlampir).
b. Nomor Identitas : 125030407111003.
c. Judul Penelitian . Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah melalui Kegiatan

Intensifikasi Pajak Daerah.
dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:
- Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud

dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;

c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa

berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan s/d 3 November 2018.

Malang, 1 Oktober 2018

An. KEPALA BAKESBANG6POL

HE
Pembina Tingkat I

NIP. 19720420 199201 1 001
Tembusan :

Yth. Sdr. - Kajur Adm. Bisnis FIA Univ.
Brawijaya;
- Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.
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JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2013

1 |[HOTEL BINTANG LIMA 1
2 |HOTEL BINTANG EMPAT 6
3 |HOTEL BINTANG TIGA 5
4 |HOTEL BINTANG DUA 4
5 |HOTEL MELATI 47
6 |WISMA PARIWISATA 11
7 |GUEST HOUSE 11
8 |RUMAH KOST 6
1 |RESTORAN 45
2 |RUMAH MAKAN 646
3 |CAFE 38
4 |CATERING

1 [TONTONAN FILM/BIOSKOP 15
2 |PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA

3 |PAMERAN

4 |KARAOKE 10
5 |PERMAINAN BILLYARD 12
6 |PERMAINAN BOWLING 1
7 |PERMAINAN KETANGKASAN 6
8 |PANTI PIJAT/REFLEKSI 7
9 |PERTANDINGAN OLAHRAGA

10 [TAMAN REKREASI 5
1 |REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKAVIDEOTRQO| 2,894
2 |REKLAME KAIN 4,092
3 |REKLAME STIKER 17
4 |REKLAME SELEBARAN 3
5 |REKLAME BERJALAN 76
1 |PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 1
2 |PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 65
1 |PAJAK PARKIR 127
1 |PAJAK AIR TANAH 406
1 |PAJAK BPHTB 11,730

PAJAK BUMI & BANGUNAN

JUMLAH

20,287
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JUMLAH WAJIB PAJAK

S/D TAHUN 2014

1 |HOTEL BINTANG LIMA 1

2 |HOTEL BINTANG EMPAT 7
3 |HOTEL BINTANG TIGA 7
4 |HOTEL BINTANG DUA 4
5 |HOTEL MELATI 50
6 |WISMA PARIWISATA 12
7 |GUEST HOUSE 15
8 |RUMAH KOST 347
1 |RESTORAN 51
2 |RUMAH MAKAN 706
3 |CAFE 45
4 |CATERING

1 |TONTONAN FILM/BIOSKOP 15
2 |PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA

3 |PAMERAN

4 |KARAOKE 21
5 |PERMAINAN BILLYARD 12
6 |PERMAINAN BOWLING 1

7 |PERMAINAN KETANGKASAN 6
8 |PANTI PIJAT/REFLEKSI 7
9 |PERTANDINGAN OLAHRAGA
10 |TAMAN REKREASI 5

1 |REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKANIDEOTRQO 2,905
2 |REKLAME KAIN 2,241
3 |REKLAME STIKER 8
4 |REKLAME SELEBARAN 5
5 |REKLAME BERJALAN 64
1 |PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 1

2 |PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 65
1 |PAJAK PARKIR 132
1 |PAJAK AIR TANAH 408
1 |PAJAK BPHTB 10,911
1 |PAJAK BUMI & BANGUNAN

JUMLAH 18,052
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JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2015

1 |HOTEL BINTANG LIMA 1
2 |HOTEL BINTANG EMPAT 74
3 |HOTEL BINTANG TIGA 74
4 |HOTEL BINTANG DUA 5
5 |[HOTEL MELATI 51
6 |WISMA PARIWISATA 17
7 |GUEST HOUSE 23
8 |RUMAH KOST 717
1 |RESTORAN 73
2 |RUMAH MAKAN 894
3 |CAFE 63
4 |CATERING 2
1 |[TONTONAN FILM/BIOSKOP 15
2 |PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA
3 |PAMERAN
4 |KARAOKE 22
5 [PERMAINAN BILLYARD 13
6 |PERMAINAN BOWLING 1
7 |PERMAINAN KETANGKASAN 7
8 [PANTI PIJAT/REFLEKSI 8
9 |PERTANDINGAN OLAHRAGA
10 |TAMAN REKREASI 5
1 |REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/NVIDEOTRO| 3,569
2 |REKLAME KAIN 2,117
3 |REKLAME STIKER 6
4 |REKLAME SELEBARAN 1
5 |REKLAME BERJALAN 158
1 |[PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 1
2 |PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 65
1 |PAJAK PARKIR 138
1 |PAJAK AIR TANAH 413
1 |PAJAK BPHTB 11,611
1 [PAJAK BUMI & BANGUNAN

JUMLAH 20,008
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JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2016

1 [HOTEL BINTANG LIMA 1
2 |HOTEL BINTANG EMPAT 9
3 |HOTEL BINTANG TIGA 8
4 |HOTEL BINTANG DUA 5
5 |HOTEL MELATI 56
6 |WISMA PARIWISATA 21
7 |GUEST HOUSE 27
8 [RUMAH KOST 810
1 |RESTORAN 85
2 |RUMAH MAKAN 1,005
3 [CAFE 85
4 |CATERING 4
1 |[TONTONAN FILM/BIOSKOP 16
2 |PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA
3 |PAMERAN
4 |KARAOKE 29
5 |PERMAINAN BILLYARD 15
6 |PERMAINAN BOWLING 1
7 |PERMAINAN KETANGKASAN 9
8 |[PANTI PIJAT/REFLEKSI 11
9 |PERTANDINGAN OLAHRAGA
10 |TAMAN REKREASI 6
1 |REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/NIDEOTRO 4,051
2 |REKLAME KAIN 2,273
3 |REKLAME STIKER 0
4 |REKLAME SELEBARAN 3
5 |REKLAME BERJALAN 101
1 |PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 1
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN

PAJAK PARKIR

144

PAJAK AIR TANAH
PAJAK BPHTB 11,634

PAJAK BUMI & BANGUNAN

JUMLAH

20,896
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JUMLAH WAJIB PAJAK

S/D TAHUN 2017
1 |HOTEL BINTANG LIMA 1
2 |HOTEL BINTANG EMPAT 9
3 |HOTEL BINTANG TIGA 9
4 |HOTEL BINTANG DUA 5
5 [HOTEL MELATI 56
6 |WISMA PARIWISATA 23
7 |GUEST HOUSE 46
8 |RUMAH KOST 923
1 |RESTORAN 110
2 |RUMAH MAKAN 1,216
3 |CAFE 104
4 [CATERING 70
1 |[TONTONAN FILM/BIOSKOP 18
2 |PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA 60
3 |PAMERAN 2
4 |KARAOKE 31
5 |PERMAINAN BILLYARD 15
6 |PERMAINAN BOWLING 1
7 |PERMAINAN KETANGKASAN 15
8 |PANTI PIJAT/REFLEKSI 17
9 |PERTANDINGAN OLAHRAGA 20
10 |TAMAN REKREASI

1 |REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTH
2 |REKLAME KAIN 2,236
3 |REKLAME STIKER 0
4 |REKLAME SELEBARAN 2
5 |REKLAME BERJALAN 66
1 |PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 1
2 |PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 73
1 |PAJAK PARKIR 147
1 |PAJAK AIR TANAH 498
1 |PAJAK BPHTB 10,374
1 |PAJAK BUMI & BANGUNAN
JUMLAH 19,874
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JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D NOVEMBER 2018

|

HOTEL BINTANG LIMA 1
2 |HOTEL BINTANG EMPAT 9
3 |HOTEL BINTANG TIGA 10
4 |HOTEL BINTANG DUA 5
5 [HOTEL MELATI 56
6 |WISMA PARIWISATA 24
7 |GUEST HOUSE 54
8 |RUMAH KOST : 1,101
1 |RESTORAN 120
2 |RUMAH MAKAN 1,252
3 _|CAFE 137
4 |CATERING 106

1 |TONTONAN FILM/BIOSKOP 20
2 |PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA

3 |PAMERAN

4 |KARAOKE 28
5 |PERMAINAN BILLYARD 15
6 |[PERMAINAN BOWLING 1

7 |PERMAINAN KETANGKASAN 14
8 |PANTI PIJAT/REFLEKSI 15
9 |PERTANDINGAN OLAHRAGA

10 |TAMAN REKREASI 6

1 |REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTRON 2,940
2 |REKLAME KAIN 1,211
3 |REKLAME STIKER 2

4 |REKLAME SELEBARAN 4

5 |REKLAME BERJALAN 41

1 |PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 1

2 |PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 77
1 |PAJAK PARKIR 133
1 |PAJAK AIR TANAH 493
1 |PAJAK BPHTB 7,722
1 |PAJAK BUMI & BANGUNAN 270,709

JUMLAH 286,307




. PEMERINTAH KOTA MALANG -
Yy BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH V
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang —

JI. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

globa
www.bppd.malangkota.go.id email : bppd@malangkota.go.id 150 9001
Malang 65132
SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 862/35.73.405/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYA BETTASARI, SE, MM

NIP 1 19750621 199803 2 004

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
Alamat : JI. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai |
Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

Nama : YULIUS PUTRA DAMANIK

NIM : 125030407111003

Jurusan . Administrasi Bisnis

Universitas . FIA Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kota Malang pada 1 Oktober s/d 3 Nopember 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagai kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang, 7 Mei 2019
a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK

-

o

P719750621 199803 2 004
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CURRICULUM VITAE

Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Alamat Asal

Alamat di Malang

Email

Riwayat Pendidikan

1. SDN 109 Perumas Kota Sorong (2000-2006)

2. SMPN 5 Kota Sorong
3. SMA Averos Kota Sorong
4. Universitas Brawijaya

Pengalaman Kerja

- Yulius Putra Damanik

: Sorong, 26 Juli 1994

: Laki-laki

- Kristen

: JI. Bandeng Raya N0.96 Perumnas, Kota Sorong
: JI MT Haryono Gg.Brawijaya 5, Kota Malang

: juliusputra9@agmail.com

(2006-2009)
(2009-2012)
(2012-2019)

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (Internship)
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